
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GROBOGAN 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR : 20/PL.02. l-Kpt/ 3315/KPU-Kab/11/2020 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 

DALAM PEMJLIHAN BUPATJ DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 

KETUA KOMISI PEMILJHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan kctentuan 

Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang 

Penetapan Pera tu ran Pernerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  tentang 

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komis i Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran 

Data dan Penyusunan Daftar Permlih dalarn 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bu pati 

dan Wakil Bu pati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota; 

c. bahwa bcrdu sarkan pertimbangan scbagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
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Mengingat 

menetapkan Keputu san Kornisi Pernilihan Urnurn 

Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Tekms 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar 

Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Grobogan Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah {Ber-it a Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4801) scbagaimana tetah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2 0 1 1  tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

l ndone-sia Nomor 5189): 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan lnformasi Publik (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 6 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Pera tu ran Pcrundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 3  temang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kcpcndudukan {Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
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232, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5475); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor Tahun 2015 ten tang 

Penetapan Pera tu ran Pcmerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota rnenjadr 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15  

Nomor 5656) sebagaimana tclah beberapa kali 

diubah, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang 

Penetapan Pera tu ran Pcmerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor I Tahun 20 14 ten tang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 16 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5898); 

8 Undnng-Undang Nnmnr 7 Tah u n 2 0 1 7  te-nta ng 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 6109); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 

Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagairnana tclah diubah dengan 

Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2008 tentang Perubahan Pcraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Susun:rn organ'isnvi dnn Tntn Kr-rjn Sckretar-int 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sckretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Um um Nomor 17 

Tahun 2015 ten tang Tata Naskah Dinas Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pcmilihan Umum 

Provinsi/Komisi lndcpenden Pcmilihan Acch dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen 

Pemilihan Kabupaten/Kota (Bcrita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 9 1 1 ) ;  

l  l.Peraturan Kurmsi Pcrruhhan Umum Numur 2 Tahun 

2017 ten tang Pemutakhiran Data dan Penyusunan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 19 Tahun 2019  tentang 

Pemutakhiran Data dun Pcnyusunun Duftar 

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Bupati dan Wakil Bupati; 

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
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2019 tentang Tata Kerja Kornisi Pemilihan Umurn, 

Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pcmilihan KabupaLen/KoLa, 

13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 

tentang Taha pan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupali, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Permlihan Um urn Nomor 16 Tahun 2 0 1 9  

ten tang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubcrnur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bu pa tr, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Norn or 

818); 

14.Keputusan Komisi Pcmilihan Um um 

Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 20 17  ten tang Kodc 

Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Provinsi/ Komisi lndepcnden 

dan Komisi Pcmilihan 

Pcmilihan lndcpcnden 

Pemilihan Umum 

Pemilihan Aceh 

Umum/Komisi 

Kabupaten/Kota; 

15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Grobogan Nemer: I /  PP.O 1 .2-Kpt/3315/KPU­ 

Kab/IX/20 l 9 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemihhan 

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah dcngan Kcputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan 

Nomor : 12/PP.Ol.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XJ/2019 

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
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Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020; 

16.Keputusan Komisi Permhhan Umum Kabupa ten 

Grobogan Nomor 9 / PP.02. l -Kpt/3315/ KPU­ 

Kab/X/2019 Tentang Pedoman Tckms Tata Kcrja 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, 

Pembentukan dan Tata Kcrja Panitia Pcmihhan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Su ara. dan 

Kelompok Penyelenggara Pcmungutan Suara 

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bu pau 

Grobogan Tahun 2020, scbagaimana tclah diubah 

dengan Keputusan Komisi Pcmilihan Umum 

Kabupaten Grobogan Norn or 19 /  PP.02. J .  

Kpt/3315/KPU-Kab/1/2020 Tentang Pedoman 

Teknis Tata Kerja Komrsi Pemi!Jhan Um um 

Memerhatikan 

Kabupatcn Orobogan, Pcmbcnt uka n dan Tuta Kcrja 

Panitia Pemilihan Kccamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalnm 

Pemilihan Bu pati dan Wakil Bupati Grobogan 

Tahun 2020; 

Serita Acara Rapat Plcno Kcmisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nomor 6 Februari 2020 Tentang 

Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan 

Penyusunan Oaftar Pemilih Dalam Pemilihan Bu pa tr 

dan Wakil Bupau Grobogan Tahun 2020; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! 

KABUPATEN GROBOGAN 

PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PEDOMAN 

TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN 

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 . 
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I 

KESA TU Menetapkan Pedoman Teknis Pcmutakhiran Dara dan 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pcmilihan Bu pau 

dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Kepu t u san yang 

KEDUA 

KETIGA 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

lfll. 

Menetapkan Jenis F'ormulir Pemutakhiran Data dan 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bu pan 

dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal drtetapkan. 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 6 Febru ari 2020 

KETUA KOMIS\ PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GROBOGAN, 

Ttd 

AGUNG SUTOPO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Grobogan 

Kasubbag Hukum, 

l . Q 

:uJ;�:{s 
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LAMPJRAN I 

KEPUTUSAN KOMIS] PEMlLIHAN UMUM 
KA BU PATEN GROBOGAN 
NOMOR : /PL.01.2-Kpt/3315/J,;PU-Kab/11/2020 
TENT ANG 

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN 
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DAL.AM PEMII.IHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 

PEDOMAN TEKNIS 

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN 

TAHUN 2020 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pernilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Grobogan Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan 

Daftar Pemilih. Dalarn tahapan ini akan ditentukan dan ditelapkan 

pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemihh yang akan 

menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan 

suara. 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pcmilih merupakan 

kegiatan untuk rnemperbaharui, memperbaiki dan mengu mpulkan 

data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan 

pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara 

(PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten. 

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar 

Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang aku rat, 

komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi 

syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik . 
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MAKSUD DAN TUJUAN 

1 .  Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua 

tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar 

Pemilih; 

2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses 

Pemu takhu-an Data dan Penyu su nan Dattar Pcrruhh dul.nn 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020; 

3. Mewujudkan daftar Pemilih dalarn Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Grobogan Tahun 2020 yang akurat, valid, mu takhu- dan 

komprehensif. 

8. RUANO LINGKUP 

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemu takhiran Data dan 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupa ti dan Wakil Bupau 

Grobogan Tahun 2020, melipu ti : 

1.  Hak Memilih dan Prinsip Pemilih; 

2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pc milih; 

C. PENGERTIAN UMUM 

1 .  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 y;rng 

selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020 adalah pclak sanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk 

memilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan. 

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang sela njutnya 

disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pcmilihan Umurn 

Tahun 2019. 

3 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. yang sc-Ianun nva 

disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

yang ber-sifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimak sud 
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dalam undang-undang Pemilihan Urnurn dan diberikan tugas dan 

wewenang dalarn penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pcrruhhan. 

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang scianjutnva 

disebut KPU Provinsi, adalah lernbaga penyelenggara pemilihan 

umum sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang pemilihan 

urnurn yang diberikan tugas menyelenggarakan Pcmilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan kctcntuan yang 

diatur dalam undang-undang Pemrhhan. 

5. Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Grobogan yang sclanjutnya 

disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pcmilihan 

umum sebagairnana dimaksud dalam undang-undang pemil ihnn 

urnurn yang diberikan tugas menyelenggarakan Pernilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Grobogan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang Pernilihan. 

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPI<, 

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Ka bu paten untuk 

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecarnatan. 

7. Panitia Pernungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, 

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupatcn untuk 

rnenyelenggarakan Pemilihan di tingkat kclurahan. 

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutn_va 

disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibcntuk oleh PPS untuk 

rnenyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan d1 tcmpat 

pernungutan suara. 

9. Sadan Pengawas Pemilihan Umum yang sclanjutnya discbut 

Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 

bertugas mengawasi penyelenggaraan pernilihan umum di selu ruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dala m u ndang-u ndang vane mengatur mr-nar-nm 
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Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang ctalam 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan 

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang sclanjutnva 

disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelcnggara Komisr 

Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemiilhan 

Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawa san 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubcrnur 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 

Pemilihan. 

1 1 .  Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya discbut 

Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawa slu 

Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di 

wilayah Kabupaten. 

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya drscbut 

Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwa s 

Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pcrmhhan 

di wilayah kecamatan. 

1 1  Pengawas Pernilihnn l.aprmgan ynng <elanjut nva r!ic.;ingk8! PPL 

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang 

d1 Perruhhan penyelenggaraan bertugas mengawasi 

Desa/kelurahan. 

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat 

PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dcngan 

Keputusan KPU Kabupaten untuk membantu PPS dalam 

melakukan pemutakhiran data Pemilih. 

15 . Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bu pati selanjutnya discbu t 

Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenu!u syarat dan 
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unt uk kegiatan 

ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020. 

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya dismgkal TPS, 

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pcmilihan. 

17.  Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah. 17 (tujuh 

belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalum 

Daftar Pemilihan. 

18. Daftar Penduduk Poten sial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya 

disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemcrintah 

berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai 

Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan. 

19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, udalah 

daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tet ap Pemilihan 

Umum dengan mempertimbangkan DP4. 

20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS 

yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditctapkan olch KPU 

Kabupaten. 

2 1 .  Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, 

adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pcmilih dalurn 

DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pihhnyu 

pada hari dan tanggal pemungutan suara. 

22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh. adalnh 

claftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang 

rnc nggu nakan hnk pilihnyn di TPS l.rin 

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah 

memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemihh Tetap 

dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan olch 

KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK,PPS clan PPDP 

dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan clan 

Penelitian. 
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24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan 

teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu ata u 

Pemilihan dalam mcnyediakan, mcny usu 1 1 ,  111cm u t.tk lw k.ui. 

menganalisis, mengoordinasi, mcngumumkan dan mcmclihara 

data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tctap. 

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Cokl!t 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalnm 

Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secarn 

langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun 

tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pcmihh. 

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan 

Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau olch Pasangan 

Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provmst/ h.JJJ Aceh 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

27. Surat Keterangan adalah surat ketcrangan tclah dilakukan 

perekaman 

diterbitkan 

Kartu 

oleh 

Tanda Penduduk Elektronik yang 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

28. Hari adalah hari kalender. 

D. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARA 

1 .  Pemilihan dilaksanakan secara demokratis bcrdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud puda 

angka l (satu) penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan 

tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih harus 

memenuhi prinsip : 

a. mandiri; 

b. JUJUf; 

c. adil; 

d. kepastian hukum; 
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e. tertib; 
f. kepentingan umum; 
g. keterbu kaan; 
h. proporsionalitas; 
I. profesionalitas; 

J. akuntabilitas; 

k. efisiensi; 
I. efektivitas; dan 
m. aksesibilitas. 

BAB II 

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH 

A. HAK MEMILIH 

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah 

Kabupaten pada hari pemungutan suara Pemilihan, telah genap 

berumur 17 {t uj u h betas) Lahun atau lebih a tau sud ahypcrnah kawm 

mempunyai hak memilih; 

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga 

Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten 

harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lam dnlam 

undang-undang; 

B. PR!NSIP PEMJLIH 

1 .  Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat scbagai 

Pemilih pada Pilbup Grobogan 2020 harus yang memenuhi svarat 

sebagai berikut : 

a. genap berumur 17 (LUJUh belas) tahun atau lebih padd h.u 1 

pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; 

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kurtu 
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Tanda Penduduk Elektronik; 

d. dalam ha! Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Pcnduduk 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat 

menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang 

menyelenggarakan urusan kependudukan clan catatan si pi l 

se Lem pa L, dan 

e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh bclas) tahun puda 

hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibukukan 

dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Pcnduduk 

Elcktronik, atau Surat Keterangan. 

3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pcrnihh, 

apabila tidak Jagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 tersebut tidak dapat menggunakan hak memilihnya . 

4. Seorang Pemilih hanya didaftar l (satu) kali dala m daftar Pcmihh di 

PPS pada setiap kelurahan atau sebutan lain. 

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tcmpat tinggal, Pcrruhh 

ter sebu t didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kart u 

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. 

6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih dibcrikan tanda bukt t  

terdaftar menggunakan formulir Model A.A. J -KWK clan padn u-mput 

tinggal Pemilih ter sebut ditempeli Stiker Coklit (formulir Model A.A.2- 

KWK). 
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BAB III 

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAPTAR PEMILIH 

A. PENYUSUNAN DAPTAR PEMILIH 

1.  KPU Kabupaten menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemnu 

Terakhir dengan DP4 hasil anahsis dari KPU sebagar bahan 

pcrt.imbangan dalam mclakukan pcmutakhiran data pcmihh, 

2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dengan DP4 hasil anahsrs tcrscbut 

memuat data dan informasi sebagai berikut ; 

a. Nomor urut; 

b. Nomor Induk Kependudukan; 

c. nomor Kartu Keluarga; 

d. nama lengkap; 

e. tempat lahir; 

f. tanggal lahir; 

g. jenis kelamin; 

h. status perkawinan; 

1. alamatJalan/dukuh; 

J. Rukun Tetangga (RT); 

k. Rukun Warga (RW);dan 

l. Jenis disabilitas. 

m. status perekaman Kartu Tanda 

(Informasi pada status perekaman 

Elektronik) meliputi: 

a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik; 

b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau 

c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 
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3. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil 

sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 

hasil analisis sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan formulir Model A­ 

KWK; 

4. Dalam menyusun Daftar Pemilih, jumlah Pemilih disetiap TPS palmg 

banyak 800 orang, dengan memerhatikan : 

a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama 

lam yang berbeda, pada TPS yang sama; 

b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau 

nama lain, pada TPS yang berbeda; 

c. tidak mernisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang 

berbeda 

d. memudahkan Pemilih; 

e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;dan 

f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memcrhatikan 

tenggang waktu pemungutan suara. 

5. KPU Kabupaten dapat mempertimbangkan pcmilih yang bcrada di 

Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (LPJ, Panti 

Sosial/ Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam 

penyusunan Daftar Pemilih; 

6. Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih dalam TPS, KPU 

Kabupaten mengangkat PPDP berdasarkan usulan dari PPS; 

7. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupatcn: 

8. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pcrrulih 

kepada PPDP, dengan materi meliputi: 

a. J adwal pelaksanaan Coklit; 

b. Persiapan pelaksanaan Coklit; 

c. Tata cara pelaksanaan Coklit; 

d. Tata cara pengisian formulir. 
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9. Dalam kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. 

PPS berkoordinasi dengan Petugas Registrasi kependudukan 

dan/atau pengurus RT /RW di desa/kelurahan; 

IO.  Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pcmilih, PPDP 

wajib menggunakan tanda pengenal PPDP; 

1 1 .  KPU Kabupaten menyampaikan daftar pemilih dalam formulir Model 

A-KWK kepada PPK dan PPS dalam bentuk softcopy, dan kcpada 

PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy. 

B. PENCOCOf(AN DAN PENELrT(AN 

l .  PPDP melakukan kegia tan Coklit dengan cara mendatangi pcmrhh 

secara langsung serta dapat menindaklanjuti usu Ian RT/ RW 

setempat; 

2. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pcmilih 

dengan cara : 

a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi bclum 

terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir 

Model A.A-KWK; 

b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kcsalahan; 

c. mencoret Pernilih yang telah meninggal; 

cl. mencoret Pemilih yang tela h pindnh ciom isili kc dae ra h lain- 

e. mencoret Pernilih yang telah berubah status dari status sipil 

menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atuu 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

f. rnencoret Pemilih yang belum gcnap berurnur 17 (tujuh bcla s] 

tahun pada hari pemungutan suara dan bclum kawin/rncn ikah. 

g. rnencoret data Pernilih yang telah dipastikan tidak uda 

kebcradaannya setelah melakukan konfirmasi kepada kuluarga , 

tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga a tau 

nama lain; 

- 17 - 



h mencoret Pcmilih yang scdnng dicabut hak pitihnya berdavarkan 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 

1. mencatat Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom disabilitas; 

J. mencoret Pemilih yang berdasarkan idcntitas kcpendudukan 

bukan merupakan warga atau penduduk di wilayah Kabu patcn ; 

3. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dcngan 

menggunakan formulir Model A.A. I -  KWK dan menempelkan sukcr 

Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala kcluarga 

dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK; 

4. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir 

Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ducmu: 

secara langsung oleh PPOP untuk dllakukan Coklu tcrhadap lva r tu 

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemillh atau 

keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP 

sebagai dasar Coklit 

5. PPDP mcncatat dan merekapitulasikan hasil kegiatan coklit kc-dnlum 

form model A.A .3-KWK dan selanjutnya menyampaikan kcpadn PPS: 

6. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Cok!it kcpuda PPS 

meliputi : 

a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan; 

b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan; 

c. formulir Model A .A.1-KWK; dan 

ct. formulir Model A.A.3 KWK. 

7. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggu nakan 

tanda pengenal dari KPU Kabupaten. 

8. Sctelah menerima hasil kegiatan Coklit dari PPDP, PPS mclakukan 

kegiatan: 

a. rnengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPOP; 

b. memeriksa kesesuaian pengrstan hasil Coklit PPDP: dan 



c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP 

dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK. 

d. dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap 

dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk mclengkapi 

dan memperbaiki hasil Coklit. 

9. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan ha sil 

coklit PPDP,dibantu oleh PPDP dengan : 

a. membua t softcopy terhadap pemilih yang tidak memenuhi 

syarat,pemilih baru,perbaikan data pemilih yang berba srs TPS 

dengan menggunakan form model A.8-KWK; 

b. menyusun rekapitulasi hasilnya menggunakan form model 

A.B.1-KWK. 

IO.  PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pcmut akturan 

tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL dan 

Tim Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya hasil penctapannya 

dituangkan kedalam Serita Acara yang ditandatangani oleh Kct uu chm 

Anggota PPS serta Salinan Serita Acara diberikan kepada PPL clan Tim 

Kampanye Pasangan Calon; 

1 1 .  Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanyc 

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila tcrdapat 

kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan cata tan harus disertai data 

autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor lncluk 

Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS; 

12 .  PPS wajib mcnindaklanjuti masukan tcrscbut apabila dat a da n bu ku 

yang ditunjukkan terbukti benar; 

13. PPS menyampaikan Oaftar Pemilih hasil pemutakhiran Formulir 

Model A.B .1-KWK kepada PPK, KPU Kabupatcn,PPL dan Tim 

Kampanye Paslon tingkat desa/kelurahan dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy; 
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14. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK 

dan KPU Kabupaten dalam bentuk softcopy, sebagai berikut: 

a. Formulir Model A-KWK; 

b. Formulir Model A.A-KWK; 

c. Formulir Model A.A.3-KWK; 

d. Formulir Model A.B-KWK; 

e. Formulir Model A.8.1-KWK; 

15. Apabila PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil 

pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih di!akukan 

dalam bentuk hardcopy; 

16. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPI< 

melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 

menggunakan formulir Model A.B.2-KWK; 

17. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih, dalam Rapa! Pleno 

Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim 

Kampanye Pasangan Calon, kemudian hasil penetapannya dituangkem 

ke dalam Serita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota 

PPK, dan salinannya diberikan kepada Panwas Kecamatan dan Tim 

Kampanye Pasangan Calon; 

18. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwas Kecamatan amu Tim 

Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila 

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus discrtai 

data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor lnduk 

Kependudu kan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS; 

19 . PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti 

yang ditunjukkan tcrbukli bcnar; 

20. Salinan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yaitu formuhr 

Model A.8.2-KWK disampaikan kepada: 

a. KPU Kabupaten; 

b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten; 
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c. Panwas Kecamatan; dan 

d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon. 

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 

1 .  Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari 

PP!(, KPU Kabupaten melakukan rekapitulast Daftar Permhh Hasi! 

Pemutakhiran menggunakan formulir Model A . 1 . 1 -KWK scrtn 

menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A. l-KWK; 

2. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dnlam 

Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwa s Kabupaten, Tim 

Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan ur-uean 

kependudukan dan catatan sipil setempat; 

3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka tcrsebut, 

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kctua dan 

Anggota KPU Kabupaten; 

4. Dalam Rapat Pleno Terbuka, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye 

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila te-rdapat 

kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertar ctcngan 

data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor !nduk 

Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS; 

5. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data 

dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar; 

6. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan formulir Model A. 1 . 1 -K \ \ ' K  

kepada: 

a. KPU Provinsi; 

b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi; 

c. Panwas Kabupaten; 

d. Setiap Tim Kampanye Pasion; dan 

e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatun 

sipil setempat. 
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7. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada Panwas 

Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk 

softcopy dengan format portable document formal {PDF), dan softcopy 

dalam format excel atau comma separated values (CSV) dan Sistem 

Informasi Daftar Pemilih dengan tidak menampilkan Nomor !nduk 

Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pemilih secara utuh, 

apabila terdapat permintaan dari Panwas Kabupaten dan Tim 

Kampanye Pasangan Calon; 

8. KPU menyampaikan Salinan DPS berupa formulir Model A. l-KWK 

sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan 

sebagai : 

a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan; 

b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun 

Warga (RW) atau tempa t strategis lainnya; dan 

c. arsip PPS. 

9. Pengumuman DPS dengan tidak menampilkan Nomor lnduk 

Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pemilih secara ut uh 

dilakukan selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan 

masukan/tanggapan dari masyarakat dan apabrla ada 

masukan/tanggapan terhadap DPS tersebut, PPS harus mencatat 

dengan menggunakan formulir Model A. l .A-KWK yang ditandatangani 

oleh PPS dan Pemberi Masukan/Tanggapan; 

D. UJJ PUBLIK DPS 

1 .  Dalam masa pengumuman DPS, KPU Kabupaten dapat melakukan uji 

publik terhadap DPS dibantu oleh PPK dan PPS dengan melibatkan 

pihak yang berkepentingan untuk memperoleh masukan dan 

tanggapan masyarakat. 

2. PPS melakukan Uji Publik, dengan ketentuan : 

a. Uji publik dilakukan dengan melibatkan pengurus Rukun 
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Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). 

b. Uji publik menggunakan Salinan DPS. 

c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penenmaan 

tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) han. 

d. Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis, pengurus 

RT/RW. 

e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung. 

f. PPS menyiapkan formulir Model A.1 .A-KWK sesuai kebutuhan. 

g. PPS menerima dan rnencatat tanggapan/ masukan masyarakat kc 

dalam formulir Model A. l .A-KWK. 

h. PPS mern buat berita acara uji pu blik. 

E. DAFTAR PEMILIH TETAP 

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepcntingan 

dapat mengajukan usu! perbaikan kepada PPS mengenai penullsan 

nama dan/atau identitas Iainnya yang tercantum dalam DPS yang 

diumumkan oleh PPS, dengan menunjukkan dan menyer-ahkan 

salinan (Jotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat 

Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk 

diperbaiki, serta mengisi forrrrulir Model A .1 .A-KWK ;  

2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tcntnng 

Pemilih yang meliputi: 

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pcmilih; 

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas] 

tahun; 

c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang 

berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

d. Pemilih sudah meninggal dunia; 

- 23 - 



e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut; 

f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau 

g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi svara t 

sebagai Pemilih; 

3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlcbih 

dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan Pcrruuh 

yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan 

perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta 

memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas 

dan/atau telah terdaftar sebagai Pernilih; 

4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model 

A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasi! perbaikan 

menggunakan formulir Model A.2 .1-KWK serta dituangkan ke­ 

dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kctua dan Anggota 

PPS dengan rapat pleno terbuka mengundang PPL dan um 

kampanye paslon tingkat desa/kelurahan; 

5. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam 

rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, PPL dan Tim Kampanye 

Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan drsertru 

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemihh , 

Nomor Induk Kepcndudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lckast TPS, 

6. PPS menyampaikan DPS Hasil Perbaikan (formulir model A.2-KWK) 

dan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (formulir model A .2. 1 -KWK)  

beserta berita acaranya kepada PPK; 

7. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanju tnva PPK 

melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggu na kan 

formulir Model A.2.2-KWK; 

8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam Rapa t 

Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim 
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Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan dalam berita 

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK; 

9. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam 

rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, maka PPS, Panwas Kecamatan. 

dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan 

dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertu\Js berupa 

nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pcrmhh, 

dan lokasi TPS; 

10. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data 

dan bukti yang terbukti benar; 

1 1 .  PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan 

kepada: 

a. KPU Kabupaten; 

b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten; 

c. Panwas Kecamatan;dan 

d. setiap Tim Kampanye Pasion. 

12. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupatcn 

melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menelapkan DPT 

dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara 

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten; 

13. Dalam Rapat Pleno apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi 

DPS maka PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasion 

dapat memberikan masukan dengan disertai data au tcnuk dan 

bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor lnduk Kependudu kun, 

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS; 

14. Apabila ada masukan maka KPU Kabupaten wajib menindaklanjut i 

masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbu kti 

benar; 

15 . KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT [forrnulu 

Model A.3.1-KWK) kepada: 

a. KPU Provinsi; 
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b. KPU Republik Indonesia melalu i KPU Provinsi; 

c. Panwas Kabupaten; 

d. setiap Tim Kampanye Pasion; dan 

e. perangkat daerah yang menangaru urusan kependudukan dan 

catatan sipil setempat. 

16. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.:1- 

KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap um uk 

digunakan sebagai: 

a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan; 

b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun 

Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tem pa t 

strategis lainnya; dan 

c. arsip PPS. 

17. KPU Kabu paten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.:1- 

KWK) kepada Tim Kampanye Pasion tingkat kecamatan, Ttm 

Kampanye Pasion tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, clan 

Panwas Kabupaten, dalam bentuk softcopy dengan format portable 

document format (PDF), apabila ada permintaan membenkan 

softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV). 

18. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informa si 

nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Perruhh 

secara utuh. 

F. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 

1.  Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarnt 

sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada han 

pemungutan suara di TPS sesuai dengan alamat Pemilih. 

2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan 

dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK. 
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G. DAF'TAR PEMILIH PINDAHAN 

1 .  DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu 

TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya 

untuk mernilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan 

memilih di TPS lain; 

2. Keadaan tertentu tersebut meliputi: 

a. Menjalankan tugas di tempat Jain pada hari Pemungutan Suara, 

b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan 

keluarga yang mendampingi; 

c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panli 

rehabilitasi; 

d. rnenjalani rehabilitasi narkoba; 

lembaga a tau tahanan e. menjadi tahanan di rumah 

pemasyarakatan; 

f. tugas belajar; 

g. pindah domisili; dan/atau 

h. tertimpa bencana alam. 

3. Pendaftaran Pemilih dalam DPPh menggunakan formulir Model A.4- 

KWK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan 

menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan dan buku 

telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT paling lambat 3 {tiga! 

hari sebelum hari pemungutan suara. 

b. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya 

pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK). 

c. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan OPPh atau formulir 

Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan I lembar untuk 

arsip PPS. 

d. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir 

Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling Jam bat 3 (tiga) hari sebelu m 

hari pemungutan suara. 

- 27 - 



e. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4- 

KWK paling lam bat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. 

4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh 

prosedur untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPPh atau 

formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, KPU Kabupaten dapat 

menerbitkan Surat Pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan : 

a. Ada laporan a tau permintaan dari Pemilih secara Jangsung paling 

lambat 3 jtiga) hari sebelum hari pemungutan suara. 

b. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan. 

c. memastikan Pemilih tersebut telah tcrdaftar dalam DPT di TPS 

sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan. 

d. KPU Kabupaten menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau 

formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar 

untuk arsip. 

e. KPU Kabupaten mengoordinasikan dengan PPS asal untuk 

mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan 

pada salinan DPT (formulir Model A.3-KWK). 

r. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau form uhr 

Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lam bat 3 {tiga) hari sebe!um 

hari pemungutan suara. 

g. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Mode! A.4- 

KWK paling lambat 3 (tiga) hari scbclum hari pemungutnn 

suara. 

H. S!STEM !NFORMASI DATA PEMILIH 

1 .  KPU Kabu paten, PPK dan PPS dalam rnelakukan Pemutakhiran Daw 

dan Daf'tar Pemilih Pilbup Grobogan 2020 menggunakan sistcm 

informasi data pemilih, yang tujuannya untuk mendukung kerja 

penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasikan, 
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mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani 

Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih. 

2. Seluruh proses memasukkan/unggah data pemilih baik DPS dan 

DPT Pemilihan dilakukan melalui sistem informasi data pemilih. 

3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk 

men,yelenggarakan sistem informasi data pemilih di tingkat 

desa/kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh 

PPS dan proses Pemu takhiran Data pada srstem informasr data 

pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten. 

I. PEMELIHARMN DAFTAR PEMIL!H TETAP 

1. KPU Kabupaten melakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan han 

pemungutan suara Pemilihan berdasarkan laporan dari PPS mclahu 

PPK secara berkala; 

2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditu!is 

pada kolom keterangan. 

3. KPU Kabupaten menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling 

lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. 

4. Setelah pemungutan suara Pemilihan, KPU Kabupaten menghirnpun 

seluruh DPTb atau formulir Model A.Tb-KWK dari KPPS melalui PPK 

dan PPS, untuk selanjutnya petugas entry memasukkan/unggah 

data DPTb tersebut melalui sistem informasi data pemilih gunu 

Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pcmihhan atau 

Pemilu berikutnya. 

J. PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

1 .  KPU Kabupaten secara berkala melakukan monitoring dan evalua sr 

terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK. 

2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima 
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persen) darijumlah TPS di Kabupaten. 

3. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh 

Panwas Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan 

Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan. 

4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan Laporan Taha pan 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan 

kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada 

Panwas Kabu paten. 

BABIV 

PENUTUP 

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan 

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pcmilih dalam Pilbup 

Grobogan 2020. 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 6 Pebruari 2020 
KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GROBOGAN 

Ttd 

AGUNG SUTOPO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Grobogan 
Kasubbag Hukum, 

YU��S 
· 30 · 
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LAMPI RAN 11 
l,;EPUTUSAN l,;Qi\11�1 PE:\IILIHAN Ui\ll,i\l 

KABUPATEN GROBOC.AN 
NOMOR : /Pl..01.2-Kpt/ 3315/KPU-h:nh/ll/ 2020 
TENTANC. 

Pfo�DOMAN TE..:NI� PF.ML:T·\i.:IIIINN IJ.\'r·\ IMN 

Pt::!WUSUNAN UAFT·\� Pt-.t.111.!H ll-\l.UI i'l·.\111.111\'\ 

BUPATI DAN WAl\11. l!UP,\T[ cau,n()(i,\N T \ l l L' N  20..>o 

JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN 
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

GROBOGAN TAHUN 2020 

NO KODE NAMA -, 

MODEL A 

l.  Model A-KWK 
1------- -- -- - - - 

Daftar Pemilih 

2. Model A.A-l(WK 

3. I Model A .A . 1 -KWK 

Daftar Pcmilih Baru 
Tanda Bu kri Pcndaftaran Pcmilih 

I  
- -  i  

Sukcr Tanda Uuk11  Pcncocukun dau Pcuc 1llan 4. Model A.A.2-KWK 

5. Model A.A.3-KWK Laporan Hasil Coklit PPDP - I  
6. Model A.B-KWK 

7. Model A.B. 1 -KWK 

Daftar Pcru bahuu Pcmilih I luxi l Pc-rmu.tklurnn 
I  Rekapitulasi Daflar Pcmilih Hasil Pcmu takhtran 

Desa/Kelurahan / 
Rekapitulasi Daftar- Pcmilih Ha sil Pcmura khirun 

8. Model A.B.2-KWK 

9. Model A . 1 -KWK 

Kccamatan 

Daftar Pcmilih Scmcntara 
.. 

I 

10.  Model A. l . 1 - K W K  Rekapitulasi Daftar Pemilih Scmentara 
Ka bu paten 

I 

1 1  I  \1odcl A. I . .\ h.\VK 
Formulir Tanggapan clan Mnsukan M11'\\drc1k.11 j 
tcrhac ap DI'S 

Daftar Pcmilih Scmcnwra Hasil Pcrb,nk;:in J 
Rekapitulasi Daftar Pcmilih Scmcntara l·fosd 
Pcrbaikan Dcsa y Kr-lu ruh.m I 

I 

I 

13.  ModelA.2. 1 -KWK 

14. Model A.2.2-KWK 

12 .  Model A.2-KWK 

f-�--------1-- -- -- -- Rekapitulasi Daftar Pcmilih Scmcntara Has1I 
Perbaikan Kccamalan 



-- - - - 

NO KODE NAMA I  

MODEL A I  
15. Model A.3-KWK Daftar Pcmilih Tetap -I 

- - ·  

16.  Model A.3 . 1 -KWK Reka pitulas.i Daftar Pcmillh Tct a p Ka+iu pntcn '  
----- - - 

17.  Model A.4-KWK Daftar Pemi!ih Pindahan i 

18. Model A.5-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Permhh P1ncfr1h<11� 

19. Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tam bahan 
--1 

I  
---- ---- - - 

Ditetapkan di Purwocladi 

pada tanggal 6 Fcbruan 2020 

I\ETUA KOMIS! PF.MJLIHAN UMU\1 

KABUPATEN GROBOC.AN. 

Ttd 

AGUNC SUTOPO 

Sa!inan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Komisi Pemitihan Umum 

Kabupaten Grobogan 

Kasubbag Hukum, 

YUD\,��S 
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Model A.A.1-KWK 

TANDA BUKTI PENOAFTARAN PEMILIH 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN 

TAHUN 2020 

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah 

Alamat 

No. TPS 

No 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

}··,·· · · · · 

Narna Pemilih 
Ditanda tangani di . 

Tangga!, . 

Kepala Keluarga 

/Penghuni Rumah 

. . . . . . . . . . . . . I 

.. 2020 

Petugas 
Pernutakhrran Data 

Pcmtlih 

I .  

Model A.A.1-KWK 

T ANDA BUKTI PENDAFT ARAN PEMILIH 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN 

TAHUN 2020 

Kcpala Keluarga/ Penghuni Rumah 

Ala mat 

No.TPS 

No N ama Pemilih 

i .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Drtandn tangani ch 

Tangga\, . 

Kepala Keluarga 

/ Penghun1 Rumah 

I 1  

.  2020 

Petugas 
Pemutaktnran Darn 

Pcmdih 

( 1 



MODEL A.A.2-KWK 

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN 

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memu at: 

1 .  Logo KPU 

2 Jenis dan Tahun Pemilihan 

3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara 

4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian 

Jumlah Keluarga 

6. Jumlah Pemilih 

7. Tanda tangan Kepala Ke]uarga/Penghuni Ru mah 

8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 

9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id 

10. Barcode (KPU RI) 



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP 

PEMJLIHAN BUPATI DAN \VAKIL BUPATI GROBOGAN 

TAHUN 2020 

j Mod('] A i\  3-K�EJ 

KELURAHAN 

KECAMATAN 

KABUPATEN 

PROVINS! 

: GROBOGAN 

: JAWA TENGAH 

No. rps 

NAMA PPDP 

NIK PPDP 

NO. HPPPDP 

· �  
l 

I 

,' 

i 
' 

r 
< 

' L I 
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' 

" 
' ' 
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<  '  .,.; , < '  

' 
<  

. '  '  
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, ,  

1  

'  

" 

" 

Jum1ah Pemjlih Hasil Cokht (1+11) 111 

·;; �·· -,, � · '  ''-' 

l 

xeetaian Coklit 

' ' 
. : l 

Jumlah Permhh yang Trdak Memenuh, 
Syarat 

10 Bukan 
penducuk 

7 POLRI 
6 T\11 

Hak prhh 
9 o cabut 

3 Dibawah umur 
4 P.ndah domrsrh 

Perruhh ndak 

5 drkenal 

8 Nrlang mgatan 

Jumlah Data Pem,hh dnenma (A KWt::) 

lumlah Pem,hh Baru (A A KWI::) 

D1sab1l1tds 
4 Sensortk 

Drsaburtas ' J,\ �l 

3 Menul • 'J ,J' 

Duabrhtas . ,,. r 1 
2 lntelektual � ._... J · 'ti "' " 1 

Ill Pem,hh yam, T,dak Mernenuhr Syarat 
1 Menmggal 
2 Ganda 

No 

Jumlah permlm D,sab1htas 
1 \ ; u 1t  "" ' :  ,.. , , : ,  •  

Jumlah St1ker Dttenrna (Model A.A.2· 

VII KWK) 

lumlah Sliker 
Digunakan 
Jumlah Snker 
Srsa 
1 Jumlah KK 

VIII Hast! Cokht 
2 Jumlah Lembar Bukt1 Perrnhh Terdaftar (Model A.A 1-KWK) dtbagtkan 

Status Perekaman ICTP-el 
';! t f!il ff'  -Y  fVf;�.:.,v,t�':;. '<' ;, ,; ,.:,; ;! ,,. ,_ Jlii L p 

IX 1 Jumlah Permhh Belum Rekam KTP-el {Mode! A - KWK d.in Model A A <Wt- 

2 Jurnlah Perruhh Sudah Rekam KTP el {Si..ket) (lv'odel A-KINK dan Mo:::e A A <NK) 

3 Jumlch Pertuhh Sudah Rekam (KTP e )  (  Moael A- KWK can Wodel A:,. KW· 
2020 

Petugas Pemctekturan Data Pern1hh 
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[Model A.1.A-KWI..: I  

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHAOAP DPS 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 8UPATI GROBOGAN 

TAHUN 2020 

Pada hari ini ,tanggal.. 
tanggapan dan masukan terhadap OPS dari : 
Nama 

NIK 

Kabupaten Grobogan Menerima 

Tern pat & Tgl Lahir: . 

Alamat 

Desa/ Kelurahan 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

Sebagai bagian 

Malcri/alasan mcmbcrikan tanggapan dan masukan kurcna: 

NO JENIS TANGGAPAN DAN MASUKAN JUMLAH 

l 

2 

3 

I .  

2. 

3. 

Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan 

Ookumen Elektronik dalarn bentuk excel/csv/POF 

Lainnya . . . . . . . . . . . .  §  
Data dukung tanggapan dan rnasukan berupa : 

Derrukran masukan dan tanggapan m r drbuat dcngan scbcnar-bcnarnya dan unruk 

digunakan sebagai bukti perbaikan Oaftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020. 

.. 2020 

Tertanda 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GROBOGAN 

( ) 

Pemberi Masukan/Tanggapan 

( I 



� 
• 
3 
�. 

- • , 
� 
0 

- 3 
c 
-· 

- ,: 

• 
• 
c 
� 
• , 
0. 

• , 

-< 

• , 
� 
� 

• -c 

• , 

,: 

• 
• 
< 
• 
- • � 

• � 

-< 

• 
- � 

• v 0. 

• 
-c 

0 .,, 
� 

z 

• 
3 
• 

� ;;; 

• , 

- � ;!:: 
� . 
c 3 

1----1----l-�+----+-+------, 

-e � � ,. w N � � z 

;l" �  �  0  

" 
�  m  

� ·  •  •  
:1-  •  a  

'  
'  '  ,  

,  
•  3  3  3 �  
ir  • •  
�  �  ,  ,  

z  •  •  §  -� 0  
§  N  -  N  

,  

-· 
"  

,  
2  

"  '  

•  w  N  

-  
�  

0  0  0  0  

•  ,  ,  ,· ,· a 
• • • • 
g: g: 

" ".: 
a 

" 
a 
�.  

z  
•  •  " ,  -  

'  '  '  0.  

"  X'  �  �  ,  w  

a  �: • , 
• • g: 

' a io 
� 

0 
• 

a 
0 � 

• � 2 

" - N 



-- 

;;: ;g 

"' 0 c: < 

" - > "  _,  w  

"'  -  
z  

•  
•  � .  
.  -  3  •  
�  [  

z  
0  

;:  
•  ;:  
,  
�  
•  ,  

'  

C)  c,  

z  "'  >  
-  

-  

o �  
�  "'  >  

8  ;;l  
> Z  
z  C)  

>  
�  

z  
•  •  

3  

•  

-  
-  

-  •  
.-  
,  

-  c  

ntttt+H++++-W-WDf � - 3 
• 

� � "' - 
se- .. 
0 

" " 
CJ 9 - 

" g �· 
0 

c � 
, 

0 

[ sr [ sr 
, 

� 
� (IQ 

• 5 E 
;::;· r.i 

• 
, 

• • • • 
w ;: , � !?: 
0 0 

- 
;;;· t3 , , 0 � !!.  

.  -  

" g_ !. 
"" ; 

"" - c • 
e>. - 

- 
.!,l 



" -o 
> " to 0 
c: < 
" - > z 

..; "' "' - 
z 

::;; .. : .:: = ; "'  :c  -.J ::,  _,,  

..;  

,.  -  "'  -  
z  

0  

0  

..;  

>  r  z  
.  

-s o  

;]  5  
0  

r  
c  

-o  "  0  0  

3  '"  �  0  
-c  5-  Cl  

>  
>  

-  

z  

�  ,:  

r  �  
+  �  
-o  

r  

"'  -e  [  
5-  

l1'  
"  0  

r  
+  
-o  

0  

�  
0  

"  

s'  

"  

r  

c  

§  

c,  

§'.  

"  SC  

:cl  

3  

c,  

il'  

-o  �  

c  

;,:  

0  

0  

3  
0  

c  
r  0  
+  

2  -o  

.  

r  

;!'  ..;  0  
"  '  

-c  
er  

"'  
0  0  

2  
if  8  c  

"  - 3  

-o  5  "  c.  
c  

Sl  

Cl  
c  c  

c  
sc  

;;  
0  
c  

r  :;'  
0  

•  

; a  

5-  
'  

'  

,;'  
-  

;  

s:  

"  
8.  

c  

e.  

�  >  
c  
0  "  -  

I �  

w  to  

>  >  

" 0  

�  !:! 
0  

2  
c  c  

6  



z 

c 

0 c, 

"' > 0 � 

ZS �  
o  n  
>  z  
z o  

»  

r-r+-t-t--1-++-r+-+-+-1-++-r+-1' � 

f-f-t-+-+-t-++-f-+-+-+-t-++-f-t-1� 
e, 

-e 5- 
> 

1----1-++,-++-t-++-t-++-t-++-t-+---,� 0 � 

;}] � § 
- 3  �  �  
c s  c  
a  
c­  
a  
'  

?  

f-f-t-t-+-t-+-+--+-+-+-+-+-t--+-lf 
r 

" 0  

f  .. 
r-r+-t-t--1-++-r+-+-+-1-++-r+--,• 

to 

0 
w 

0 

z 
c 
3 
a 

"'' .... � t,.J 
:., :., � :., 
:J ::; :J ::; 

� � � � 
6 c S :2 

i 



- - 

z 
0 

• .- 

<. c 
� ?. 
c • 

- 3 
• 

• 
a ' 

• 

- f i I 
• • , 

0 '- 

" > 
0 " , z "' > � 0 .., 
O t'1 

> Z  
z o  

»  
x  

z  

•  •  3  
•  



I Mode!A.3.l-KWKI 

KABUPATEN 
PROVINSI 

REKAPITULASI DAFfAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GROBOGAN 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020 
Oleh KPU Kabupaten Grobogan 

:GROBOGAN 

: JAWA TENGAH 

Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih 
No. Nama Kecamatan 

Oesa/Kel. TPS 
Keterangan 

L p L+P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

TOTAL 

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Orobogan pada Tanggal 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN 

. . . .  2020 

1. Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 

4. Anggota 

5. Anggota 

Nam a Tanda Tangan 
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SURATPEMBERITAHUAN 
(DAFT AR PEMIL!H PINDAHAN DA LAM NEGERI) 

PEMILJHAN BUP AT! DAN W AKIL BUPA TI GROBOGAN TAHUN 2020 

KPU Kabupaten Grobogan pada hari tanggal bulan Tahun 2020 
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi: 

Model A.5-KWK 

No.Kartu Keluarga 

Nomor lnduk Kependudukan 

Nama Lengkap 

Alamat Lengkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alasan Pindah 

Menjalankan Tugas Saat Pemungutan Suara 
Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi 
Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi 
Menjalani rehabilitasi narkoba 
Menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga 
pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang 
menjalani hukuman penjara atau kurungan 

Tugas betajar/menempuh pendidikan menengah/tinggi 
Pindah Domisili 
Tertimpa bencana alam 
Bekerja diluar domisilinya 

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 

I TPS 

2 Desa/Kelurahan 

3 Kecamatan 

4 Kabupaten 

5 Provinsi 

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di : 

Dalam Neeeri ...,) WP) 
I .  TPS I. 

2. Desa/Kelurahan 2. LN 

3. Kecamatan 3. / Nezara 
4. Kabuoaten/Kota 4.,, Konsulat 
5. Provinsi 

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih •••) 

D I. Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 

KPU Kabupaten Grobogan 

Ketua, 

Agung Sutopo, S. Pi 

Keterangan 
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap 

") Coret satu kolom yang tidak perlu 
•• ) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS 

Tujuan 
***) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih 
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